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ABSTRAK

TR

Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar
alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam tergantung
tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan.
Perlindungan habitat berarti melindungi kawasan secara keseluruhan sehingga semua
jenis tumbuhan atau satwa yang hidup di kawasan tersebut dilindungi secara hukum.
Permasalahan, Bagaimanakah tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana
E memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup menurut undang-
'L‘- undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan
R ekosistemnya (Putusan Nomor : 919/Pid.B/Lh/2022/Pn.Plg), dan Apakah faktor yang
menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan terhadap perdagangan satwa yang
dilindungi. Dalam penyususnan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian
penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan
tersier.
lan, dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal
(2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
asiSumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa Yoss Sugesta Bin
n secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memperniagakan
 yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dihukum penjara selama 1 (satu)
1 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),
uan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
an oleh beeTapa faktor yang Sﬂllﬂg berkaitan dan ﬂuﬁ'
u dengan yang lainnya, yaitu: faktor hukum, Faktor penegak

a dan fasilitas, Faktor masyarakat,dan Faktor budaya.

»—
-

= U Ry
J RS,
o

dovwab Hukum, Tindak Pidana, Satwa Liar.
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 [Il. TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
: MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA (PUTUSAN NOMOR : 919/P1D.B/LH/2022/PN.PLG)
A. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan
Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hnyati Dan
3| A... a (Putusan Nomor : 919/Pid. B/Lh/2022/Pn.Plg)
Yang Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Penyi
p Perdagangan Satwa Yang Dilindungi.........cccoceeuunn
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BAB 1V
PENUTUP

 A.Kesimpulan
1. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperniagakan
g Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Menurut Undang-Undang ‘
':' “Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan
T ‘ Ekosistemnya (Putusan Nomor:919/Pid.B/Lh/2022/Pn.Plg), adalah dalam kasus
,. ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 21 ayat (2) Jo

5
43
~¢"|', - Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

3
-‘ Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa Yoss Sugesta Bin

S
R

")

. Ruslan sccara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

.

i ‘Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dihukum

jara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp.
000,00 (liina juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti
jana penjara selama 3 (tiga) bulan.

s Menjadi Penghambat Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap
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Faktor sarana dan fasilitas, adanya keterbatasan sarana dan fasilitas dari B (5

setiap institusi dalam berlangsungnya penegakan hukum.

. Faktor masyarakat dan;

e. Faktor budaya, masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap

kelestarian satwa yang ada di Indonesia.

B. Saran
1. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat memiliki visi

yang sama dan saling bekerjasama untuk memberantas Kejahatan

- .4

‘ “Memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

asiknya aparat penegak hukum, melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan

ukum terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ancaman pidana dalam

rdang terkait serta dampak yang akan ditimbulkan apabila satwa yang

b
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